
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 

PROVINSl SULAWESI SELATAN 

PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN 

NOMOR 5 TAHUN 2020 

TENT ANG 

RETRIBUSI PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG 

DENG AN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN, 
• 

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, 
maka pelaksanaan metrologi legal berupa 
tera, tera ulang dan pengawa.san 

merupakan kewenangan pemerintah daerah 

kabupaten; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 1 0  
ayat (1)  huruf I dan Pasal 156 ayat (1)  
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 
maka Pemerintah Daerah dapat 
menetapkan retribusi atas pelayanan tera 

dan tera ulang yang ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

huruf b,p.erlu membentuk Peraturan Daerah 
Kabupaten Pangkajene Kepulauan tentang 
ReLribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang. 

• 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 
PROVINSl SULAWESI SELATAN 

PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN 

NOMOR 5 TAHUN 2020 

TENT ANG 

RETRIBUSI PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG 

DENG AN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN, 
• 

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, 
maka pelaksanaan metrologi legal berupa 
tera, tera ulang dan pengawa.san 
merupakan kewenangan pemerintah daerah 
kabupaten; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 
ayat (1) huruf I dan Pasal 156 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 
maka Pemerintah Daerah dapat 
menetapkan retribusi atas pelayanan tera 
dan tera ulang yang ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
huruf b,p.erlu membentuk Peraturan Daerah 
Kabupaten Pangkajene Kepulauan tentang 
ReLribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang. 

• 



Mengingat 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Sulawesi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1822); 

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 

tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor J 1, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3193); 

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3821);  

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 

5049); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

ten tang Pembentukan Pera tu ran 

Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1  Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah 

ctiubah dengan Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1  

ten tang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 ,  

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6398); 

' 

• 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengingat 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Sulawesi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822); 

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 
tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor J 1, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3193); 

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3821); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 
5049); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
ten tang Pembentukan Pera tu ran 
Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah 
ctiubah dengan Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
ten tang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6398); 

' 

• 



7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

ten tang 
Republik 

Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587). sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif 
Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3257) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 
tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 
Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib 
dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta 
Syarat-Syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan 
Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3283); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang 
Stanclar Nasional untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388); 

11 .  Peraturan Pemerintah 
Perangkat Daerah 
Indonesia Tahun 2016 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
(Lembaran Negara Republik 

Nomor 114 ,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 / M- 
OAG/ PER/ 10/2014 tentang Pengeiolaan Sumber daya 
Manusia Kemetrologian (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 1564); 

13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M- 
DAG/PER/ 11/2016 ten tang Unit Metrologi Legal(Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1719); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

ten tang 
Republik 

Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587). sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif 
Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3257) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 
tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 
Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib 
dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta 
Syarat-Syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan 
Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3283); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang 
Stanclar Nasional untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388); 

11. Peraturan Pemerintah 
Perangkat Daerah 
Indonesia Tahun 2016 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
(Lembaran Negara Republik 

Nomor 114, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 / M- 
OAG/ PER/ 10/2014 tentang Pengeiolaan Sumber daya 
Manusia Kemetrologian (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 1564); 

13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M- 
DAG/PER/ 11/2016 ten tang Unit Metrologi Legal(Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1719); 



14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 
tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan 
Perlengkapannya yang Wajib Tera dan Ditera Ulang 
(Serita Negara Repu blik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 811) ;  

15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 
tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, 
Timbang, dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 812); 

Dengan Persetujan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 

dan 
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI 
PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG. 

BAB! 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerab adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonomi. 

3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan 
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 
seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia tahun 1945; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 
tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan 
Perlengkapannya yang Wajib Tera dan Ditera Ulang 
(Serita Negara Repu blik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 811); 

15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 
tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, 
Timbang, dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 812); 

Dengan Persetujan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 

dan 
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI 
PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG. 

BAB! 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerab adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonomi. 

3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan 
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 
seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia tahun 1945; 



4. Dewan Perwaki)an Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah 
yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah. 

5. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan. 

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang 
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha 
maupun yang tidak me)akukan usaha yang meliputi 
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 
)ainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan 
Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam 
bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, 
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga 
dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi 
kolektif dan bentuk usaha tetap. 

7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT 
adalah Unit Pe)aksana Teknis yang membidangi 
pelayanan tera dan tera u)ang alat-alat ukur, takar, timbang 
dan per)engkapannya serta pelayanan kemetrologian legal 
lainnya pada Dinas Perdagangan Kabupaten Pangkajene 
dan Kepu)auan. 

8. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang 
selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 
tentang Metrologi Legal. 

9. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi 
pengukuran kuantitas dan/atau kualitas. 

10. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai 
bagi pengukuran kuantitas atau penakaran. 

11 .  Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai 
bagi pengukuran massa atau penimbangan. 

12. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau 
dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat 
ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil 
pengukuran, penakaran atau penimbangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Dewan Perwaki)an Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah 
yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah. 

5. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan. 

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang 
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha 
maupun yang tidak me)akukan usaha yang meliputi 
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 
)ainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan 
Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam 
bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, 
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga 
dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi 
kolektif dan bentuk usaha tetap. 

7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT 
adalah Unit Pe)aksana Teknis yang membidangi 
pelayanan tera dan tera u)ang alat-alat ukur, takar, timbang 
dan per)engkapannya serta pelayanan kemetrologian legal 
lainnya pada Dinas Perdagangan Kabupaten Pangkajene 
dan Kepu)auan. 

8. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang 
selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 
tentang Metrologi Legal. 

9. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi 
pengukuran kuantitas dan/atau kualitas. 

10. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai 
bagi pengukuran kuantitas atau penakaran. 

11. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai 
bagi pengukuran massa atau penimbangan. 

12. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau 
dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat 
ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil 
pengukuran, penakaran atau penimbangan. 



13. UTfP Terpasang Tetap adalah UTfP yang tidak mudah 

dipindahkan dan/atau mempunyai kekhususan dari segi 

konstruksi, ukuran, bobot, dan instalasi. 

14. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau 

tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan 

tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang 

berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak 

melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan 

atas UTTP yang belum dipakai. 

15. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda 

tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan 

keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera 

batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai- pegawai 

yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang 

dijalankan atas UTfP yang telah ditera. 

16. Menjusti.r ialah mencocokkan atau melakukan perbaikan 

ringan dengan tujuan agar alat yang dicocok.kan atau 

diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera 

ulang. 

17. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah 

menempuh dan lulus pendidikan pelatihan fungsional 

penera. 

18. Pegawai yang Berhak yang selanjutnya disebut Pegawai 

Berhak adalah penera yang diberi hak dan wewenang 

melakukan tera dan tera ulang UTTP oleh Menteri. 

19. Pengawas Kemetrologian adalah Pegawai Negeri Sipil, 

diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara 

penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan 

pengawasan Metrologi Legal. 

20. Sifat Kemetrologian adalah kondisi UTTP pada saat 

dilakukan pengujian yang meliputi kebenaran, kepekaan, 

dan ketidaktetapan sesuai syarat teknis. 

21.  Syarat Teknis adalah pedoman yang memuat 

teknis, 

dan 

persyaratan administrasi, persyaratan 

persyaratan kemetrologian, pemeriksaan 

pengujian dan pembubuhan tanda tera pada UTTP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. UTfP Terpasang Tetap adalah UTfP yang tidak mudah 
dipindahkan dan/atau mempunyai kekhususan dari segi 
konstruksi, ukuran, bobot, dan instalasi. 

14. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau 
tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan 
tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang 
berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak 
melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan 
atas UTTP yang belum dipakai. 

15. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda 
tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan 
keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera 
batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai- pegawai 
yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang 
dijalankan atas UTfP yang telah ditera. 

16. Menjusti.r ialah mencocokkan atau melakukan perbaikan 
ringan dengan tujuan agar alat yang dicocok.kan atau 
diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera 
ulang. 

17. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah 
menempuh dan lulus pendidikan pelatihan fungsional 
penera. 

18. Pegawai yang Berhak yang selanjutnya disebut Pegawai 
Berhak adalah penera yang diberi hak dan wewenang 
melakukan tera dan tera ulang UTTP oleh Menteri. 

19. Pengawas Kemetrologian adalah Pegawai Negeri Sipil, 
diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara 
penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan 
pengawasan Metrologi Legal. 

20. Sifat Kemetrologian adalah kondisi UTTP pada saat 
dilakukan pengujian yang meliputi kebenaran, kepekaan, 
dan ketidaktetapan sesuai syarat teknis. 

21. Syarat Teknis adalah pedoman yang memuat 
teknis, 

dan 
persyaratan administrasi, persyaratan 
persyaratan kemetrologian, pemeriksaan 
pengujian dan pembubuhan tanda tera pada UTTP. 



22. Retribusi Daerah adalah pungutan Oaerah sebagai 

pembayaran atas jasa. atau pemberian izin tertentu yang 

khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah 

Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 

23. Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah retribusi yang dipungut 

atau pelayanan pengujian alat-alat UTTP dan pengujian 

barang dalam keadaan terbungkus sesuai peraturan 

perundang-undangan. 

24. Retribusi Tera/Tera Ulang, yang selanjutnya disebut 

Retribusi, adalah pembayaran atas tera/tera ulang UTTP. 

25. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan 

oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan 

manfaat um.um serta dapat clinikmati oleh orang pribadi 

atau Badan. 

26. Wajib Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang adalah 

orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan 

peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk 

melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan 

pemotongan jasa retribusi pelayanan tera/ tera ulang. 

27. Masa Retribusi adalah jangka waktu dari UTTP ditera, 

ditera ulang, atau diuji sampai dengan U1TP tersebut wajib 

ditera ulang, atau diuji kembali sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

28. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya 

disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran 

retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan 

formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas 

Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh 

Kepala Oaerah. 

29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya 

disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang 

menentukan besaran jumJah pokok retribusi yang terutang. 

30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang 

selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan 

retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran 

retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari 

pada retribusi yang teru tang a tau seharusnya tidak 

terutang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Retribusi Daerah adalah pungutan Oaerah sebagai 
pembayaran atas jasa. atau pemberian izin tertentu yang 
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah 
Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 

23. Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah retribusi yang dipungut 
atau pelayanan pengujian alat-alat UTTP dan pengujian 
barang dalam keadaan terbungkus sesuai peraturan 
perundang-undangan. 

24. Retribusi Tera/Tera Ulang, yang selanjutnya disebut 
Retribusi, adalah pembayaran atas tera/tera ulang UTTP. 

25. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan 
oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan 
manfaat um.um serta dapat clinikmati oleh orang pribadi 
atau Badan. 

26. Wajib Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang adalah 
orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan 
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk 
melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan 
pemotongan jasa retribusi pelayanan tera/ tera ulang. 

27. Masa Retribusi adalah jangka waktu dari UTTP ditera, 
ditera ulang, atau diuji sampai dengan U1TP tersebut wajib 
ditera ulang, atau diuji kembali sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

28. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya 
disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran 
retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan 
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas 
Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh 
Kepala Oaerah. 

29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya 
disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang 
menentukan besaran jumJah pokok retribusi yang terutang. 

30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang 
selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan 
retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran 
retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari 
pada retribusi yang teru tang a tau seharusnya tidak 
terutang. 



31.  Surat Tagihan Ret:ribusi Daerah, yang selanjut:nya 

disingkat STRD,adalah surat untuk melakukan tagihan 

retribusi dan/atau san.ksi administratif berupa bunga 

dan/atau denda. 

32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun 

dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang 

dilak.san.akan secara objektif dan professional 

berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji 

kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau 

untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan 

ketentuan peraturan perundang-undangan bidang 

retribusi daerah. 

33. Penyiclikan tindak pidana di bidang ret:ribusi, yang 

selanjutnya disebut penyiclikan, adalah serangkaian 

tindakan yang clilakukan oleh penyiclik untuk mencari 
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu 

membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan 

daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan 

tersangkanya. 

BAB JI 

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI 
Pasal 2 

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang, 

dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, 
takar, timbang dan pengujian dalam keadaan terbungkus 

yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-Undangan. 

Pasal 3 

(1) Objek Retribusi terdiri dari pelayanan pengujian 

terhadap UTTP dan pengujian barang dalam keadaan 
terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(2) Subjek Ret:ribusi sebagaimana climaksud dalam pasal 2 

meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan 

atau menikmati pelayanan Tera dan Tera Ulang dari 

Pemerintah Daerah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya 
disingkat STRD,adalah surat untuk melak:ukan tagihan 
retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga 
dan/atau denda. 

32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun 
dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang 
clilaksanakan secara objektif dan professional 
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk m.enguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/ata.u 
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan 
ketentuan peraturan peru..ndang-undangan bidang 
retribusi daerah. 

33. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, yang 
selanjutnya disebut penyidikan, adalah serangkaian 
tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari 
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukt:i itu 
membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan 
daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan 
tersangkanya. 

BAB II 
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUS! 

Pasal 2 

Dengan narna Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang, 
dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, 
takar, timbang dan pengujian dalam keadaan terbungkus 
yang diwajibkan sesua.i dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-Undangan. 

Pasal 3 

(1) Objek Retribusi terdiri dari pelayanan pengujian 
terhadap UTfP dan pengujian barang dalam keadaan 
terbungkus yang diwajibkan sesua.i dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 
meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan 
atau meni.km.ati pelayanan Tera dan Tera Ulang dari 
Pemerintah Daerah. 



BAB III 
GOLONGAN RETRIBUSI 

Pasal 4 

Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang digolongkan sebagai 

retribusi Jasa Umum. 

BAB IV 

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

Pasal 5 

(1) Tingkat penggunaan jasa Tera/Tera Ulang UTTP diukur 

berdasarkan tingkat kesulitan, kerektertstik, jenis, 

kapasitas serta peralatan pengujian yang digunakan. 

(2) Tarif retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) 

adalah n.ilai rupiah atau persentase tertentu yang 

ditetapkan untuk mengh.itung besaran retrtibusi yang 

terutang. 

BABY 

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA 

TARIF RETRIBUSI 

Pasal 6 

Prinsip dan penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi 

didasarkan pada kebijakan Pemerintah Daerah dengan 

memperhatikan biaya operasional, biaya perawatan dan 

pemeliharaan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan 

kepastian hukum. 

BAB VI 

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSJ 

Pasal 7 

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera 

Ulang alat Ukur, Takar, Timbang dan perlengkapannya 

(UTTP) ditetapkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 
GOLONGAN RETRIBUSI 

Pasal 4 

Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang digolongkan sebagai 
retribusi Jasa Umum. 

BAB IV 

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

Pasal 5 

(1) Tingkat penggunaan jasa Tera/Tera Ulang UTTP diukur 
berdasarkan tingkat kesulitan, kerektertstik, jenis, 
kapasitas serta peralatan pengujian yang digunakan. 

(2) Tarif retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) 
adalah n.ilai rupiah atau persentase tertentu yang 
ditetapkan untuk mengh.itung besaran retrtibusi yang 
terutang. 

BABY 
PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA 

TARIF RETRIBUSI 
Pasal 6 

Prinsip dan penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi 
didasarkan pada kebijakan Pemerintah Daerah dengan 
memperhatikan biaya operasional, biaya perawatan dan 
pemeliharaan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan 
kepastian hukum. 

BAB VI 
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSJ 

Pasal 7 

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera 
Ulang alat Ukur, Takar, Timbang dan perlengkapannya 
(UTTP) ditetapkan sebagai berikut : 



TERA 
TERA ULANG / 

NO JENIS ALAT UTTP PENGESAHAN/ 

PEMBATALAN 
PENGESAHAN 

I. Ukuran Parrjarrg; 

a. Samoai denean 2 m 
Rp. 4.000,U<. Rp. 2.000,U<. 

b. Lebih dari 2 m sampa.i Rp. 8.000,U<. Rp. 4.000,U<. 
dene:an 10 m 

c. Lebih panjang dari Rp. 10.000,0< Rp. 8.000,()( 
10 m, tarif 10 m 
di tam bah 
untuk tiap 10 m atau 
bagiannya 

2. Takaran (Basah/ Kerinal 

a. Sam oai denee.n 2 L 
Rp. 3.000,0< Rp. 2.000,CX 

b. Lebih dari 2 L sampai Rp. 5.000,CX Rp. 3.000,0C 
25 L 

c. Lebih dari 25 L 
Rp. 8.000,U< Rp. 4.000,uu 

3. Timbanoan Otomatis 
a. Timbangan ban 

berjalan 

1) Sampai dengan 100 Rp. 150.000,0< Rp. 150.000,0< 
ton/h 

2) Lebih dari 100 ton/h Rp. 300.000,0C Rp. 300.000,0( 
sampai dengan 500 
ton/h 

3) Lebih besar dari 500 Rp. 450.000,0, Rp. 450.000,0, 
ton/h 

b. Timbangan Pengecek 
clan Perrvor-ti r kaoasitas : 

11 1 k2 - 200 k2 
Rp. 100.000,0, Rp. 90.000,0, 

21 201 ku - 500 lcu 
Rp. 150.000,0< Rp. 140.000,0< 

31 501 lcu - 1.000 ke 
Rp. 250.000,0( Rp. 225.000,0C 

41 1.001 ke - 5.000 ke 
Rp. 500.000,0( Rp. 450.000,0C 

4. Timbangan Bukan 
Otomatis 
a. Timbangan Elektronik 

kelas IJ, kelas Ill dan 
kelas IIII kanasitas : 

l) Sampai dengan 25 Rp. 25.000,0< Rp. 20.000,0L 
ko 

2) Lebih dari 25 kg Rp. 50.000,0( Rp. 40.000,0, 
sampai dengan 150 
ks, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERA TERA ULANG / NO JENIS ALAT UTTP PENGESAHAN/ 
PEMBATALAN PENGESAHAN 

I. Ukuran Parrjarrg; 

a. Samoai denean 2 m 
Rp. 4.000,U<. Rp. 2.000,U<. 

b. Lebih dari 2 m sampa.i Rp. 8.000,U<. Rp. 4.000,U<. 
dene:an 10 m 

c. Lebih panjang dari Rp. 10.000,0< Rp. 8.000,()( 
10 m, tarif 10 m 
di tam bah 
untuk tiap 10 m atau 
bagiannya 

2. Takaran (Basah/ Kerinal 

a. Sam oai denee.n 2 L 
Rp. 3.000,0< Rp. 2.000,CX 

b. Lebih dari 2 L sampai Rp. 5.000,CX Rp. 3.000,0C 
25 L 

c. Lebih dari 25 L 
Rp. 8.000,U< Rp. 4.000,uu 

3. Timbanoan Otomatis 
a. Timbangan ban 

berjalan 
1) Sampai dengan 100 Rp. 150.000,0< Rp. 150.000,0< 

ton/h 
2) Lebih dari 100 ton/h Rp. 300.000,0C Rp. 300.000,0( 

sampai dengan 500 
ton/h 

3) Lebih besar dari 500 Rp. 450.000,0, Rp. 450.000,0, 
ton/h 

b. Timbangan Pengecek 
clan Perrvor-ti r kaoasitas : 

11 1 k2 - 200 k2 
Rp. 100.000,0, Rp. 90.000,0, 

21 201 ku - 500 lcu 
Rp. 150.000,0< Rp. 140.000,0< 

31 501 lcu - 1.000 ke Rp. 250.000,0( Rp. 225.000,0C 

41 1.001 ke - 5.000 ke Rp. 500.000,0( Rp. 450.000,0C 

4. Timbangan Bukan 
Otomatis 
a. Timbangan Elektronik 

kelas IJ, kelas Ill dan 
kelas IIII kanasitas : 

l) Sampai dengan 25 Rp. 25.000,0< Rp. 20.000,0L 
ko 

2) Lebih dari 25 kg Rp. 50.000,0( Rp. 40.000,0, 
sampai dengan 150 
ks, 



3) Lebih dari 150 kg Rp. 75.000,00 Rp. 70.000,00 
sampai dengan 
500 ki, 

4) Lebih dari 500 kg "P· 100.000,00 Rp. 90.000,00 
sampai dengan 
1.000 ka 

5) Lebih dari 1.000 Rp. 150.000,00 Rp. 125.000,00 
kg sampai dengan 
3.000 ka 

6) Lebih dari 3.000 Rp. 200.000,00 Rp. 180.000,00 
kg oer- ton 

a) Timbangan Bukan 
Otomatis yang 
Penunjukannya Semi 
Otomatis kanasita.s : 

1) Sarnpai dengan Rp. 15.000,00 Rp. 10.000,00 
25 k" 

b) Timbangan Bukan 
Otomatis yang 

. 

Penunjukannya 
Bukan Otomatis 
kapasitas: 

1) Sampai dengan 25 Rp. 15.000,00 Rp. 10.000,00 
ka 

2) Lebih dari 26 kg Rp. 20.000,00 Rp. 15.000,00 
sampai dengan 
100 k" 

3) Le bih dari 1 00 kg Rp. 25.000,00 Rp. 20.000,00 
sampai dengan 
250 ka 

4) Lebih dari 250 kg Rp. 30.000,00 Rp. 25.000,00 
sampai dengan 
500 k" 

5) Lcbih dari 1.000 Rp. 100.000,00 Rp. 90.000,00 
kg sampai 3000 
k<! 

5. Pompa Ukur BBM per Rp. 150.000,00 Rp. 100.000,00 
Nozel 

6. Tangki Ukur Mobil Bahan 
Bakar Minvak Kaoasitas: 

1) Sampai dengan 5.000 Rp. 250.000,00 Rp. 200.000,00 
liter 

2) 5.001 liter - 8.000 Rp. 300.000,00 Rp. 250.000,00 
liter 

3) 8.001 liter - 16.000 Rp. 600.000,00 Rp. 550.000,00 
liter 

4) 16.001 liter - 24.000 Rp. 900.000,00 Rp. 800.000,00 
liter 

5) 24.001 liter - 32.000 Rp. 200.000,00 Rp . .J 00.000,00 
liter 

6) Lebih dari 32.000 Rp. 100,00 Rp. 75,00 
liter (oer liter) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Lebih dari 150 kg Rp. 75.000,00 Rp. 70.000,00 
sampai dengan 
500 ki, 

4) Lebih dari 500 kg "P· 100.000,00 Rp. 90.000,00 
sampai dengan 
1.000 ka 

5) Lebih dari 1.000 Rp. 150.000,00 Rp. 125.000,00 
kg sampai dengan 
3.000 ka 

6) Lebih dari 3.000 Rp. 200.000,00 Rp. 180.000,00 
kg oer- ton 

a) Timbangan Bukan 
Otomatis yang 
Penunjukannya Semi 
Otomatis kanasita.s : 
1) Sarnpai dengan Rp. 15.000,00 Rp. 10.000,00 

25 k" 
b) Timbangan Bukan 

Otomatis yang . 
Penunjukannya 
Bukan Otomatis 
kapasitas: 
1) Sampai dengan 25 Rp. 15.000,00 Rp. 10.000,00 

ka 
2) Lebih dari 26 kg Rp. 20.000,00 Rp. 15.000,00 

sampai dengan 
100 k" 

3) Le bih dari 1 00 kg Rp. 25.000,00 Rp. 20.000,00 
sampai dengan 
250 ka 

4) Lebih dari 250 kg Rp. 30.000,00 Rp. 25.000,00 
sampai dengan 
500 k" 

5) Lcbih dari 1.000 Rp. 100.000,00 Rp. 90.000,00 
kg sampai 3000 
k<! 

5. Pompa Ukur BBM per Rp. 150.000,00 Rp. 100.000,00 
Nozel 

6. Tangki Ukur Mobil Bahan 
Bakar Minvak Kaoasitas: 

1) Sampai dengan 5.000 Rp. 250.000,00 Rp. 200.000,00 
liter 

2) 5.001 liter - 8.000 Rp. 300.000,00 Rp. 250.000,00 
liter 

3) 8.001 liter - 16.000 Rp. 600.000,00 Rp. 550.000,00 
liter 

4) 16.001 liter - 24.000 Rp. 900.000,00 Rp. 800.000,00 
liter 

5) 24.001 liter - 32.000 Rp. 200.000,00 Rp . .J 00.000,00 
liter 

6) Lebih dari 32.000 Rp. 100,00 Rp. 75,00 
liter (oer liter) 



7 Tangki Ukur Tetap 
Silinder Tegak Bahan 
Bakar Minvak 

lJ Sarnpai dengan 5.000 Rp. 300.000,0, Rp. 250.000,0C 
liter 

2J 5.001 liter - 8.000 Rp. 350.000,0< Rp. 300.000,0( 
liter 

3J 8.001 liter - 16.000 Rp. 650.000,0( Rp. 600.000,0C 
liter 

4J 16.001 liter - 24.000 Rp. 950.000,0< Rp. 900.000,0( 
liter 

SJ 24.001 liter - 32.000 Rp. 1.250.000,0( Rp. 1.200.000,0C 
liter 

6J Lebih dari 32.000 Rp. 150,0, Rp. 100,0( 
liter I'oer- liter) 

8. Tangki Ukur Tongkang 

lJ Sampai dengan 5.000 Rp. 300.000,0l Rp. 250.000,0< 
liter 

2J 5.001 liter - 8.000 Rp. 350.000,0, Rp. 300.000,0( 
liter 

3J 8.001 liter - 16.000 Rp. 650.000,0( Rp. 600.000,0( 
liter 

4J 16.001 liter - 24.000 Rp. 950.000,u, Rp. 900.000,0( 
liter 

SJ 24.001 liter - 32.000 Rp. i i.aso.ooo.oc Rp. 1.200.000,0( 
liter 

6J Lebih dari 32.000 Rp. 150,01 Rp. 100,0• 
liter (oer- liter} 

9. Tangk.i Ukur Kapal 

lJ Sampai dengan 5.000 Rp. 300.000,0• Rp. 250.000,0( 
liter 

2J 5.001 liter - 8.000 Rp. aso.ooo.oc Rp. 300.000,0< 
liter 

3J 8.001 liter - 16.000 Rp. 650.000,0, Rp. 600.000,0( 
liter 

4J 16.001 liter - 24.000 Rp. 950.000,0, Rp. 900.000,0( 
liter 

SJ 24.001 liter - 32.000 Rp. 11.250.000,V< Rp. 1.200.000,0( 
liter 

6J Lebih dari 32.000 Rp. 150,0<.. Rp. 100,0( 
liter (per liter) 

10 Meter Arus Bahan Bakar 
Minyak Minyak dan 
Prod.uk Terkait : 

a. Positive Displacement Rp. 30.000,00 Rp. 25.000,00 
Meter 

b. Turbine Flow Meter Rp. 30.000,00 Rp. 25.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Tangki Ukur Tetap 
Silinder Tegak Bahan 
Bakar Minvak 
lJ Sarnpai dengan 5.000 Rp. 300.000,0, Rp. 250.000,0C 

liter 
2J 5.001 liter - 8.000 Rp. 350.000,0< Rp. 300.000,0( 

liter 
3J 8.001 liter - 16.000 Rp. 650.000,0( Rp. 600.000,0C 

liter 
4J 16.001 liter - 24.000 Rp. 950.000,0< Rp. 900.000,0( 

liter 
SJ 24.001 liter - 32.000 Rp. 1.250.000,0( Rp. 1.200.000,0C 

liter 
6J Lebih dari 32.000 Rp. 150,0, Rp. 100,0( 

liter I'oer- liter) 
8. Tangki Ukur Tongkang 

lJ Sampai dengan 5.000 Rp. 300.000,0l Rp. 250.000,0< 
liter 

2J 5.001 liter - 8.000 Rp. 350.000,0, Rp. 300.000,0( 
liter 

3J 8.001 liter - 16.000 Rp. 650.000,0( Rp. 600.000,0( 
liter 

4J 16.001 liter - 24.000 Rp. 950.000,u, Rp. 900.000,0( 
liter 

SJ 24.001 liter - 32.000 Rp. i i.aso.ooo.oc Rp. 1.200.000,0( 
liter 

6J Lebih dari 32.000 Rp. 150,01 Rp. 100,0• 
liter (oer- liter} 

9. Tangk.i Ukur Kapal 

lJ Sampai dengan 5.000 Rp. 300.000,0• Rp. 250.000,0( 
liter 

2J 5.001 liter - 8.000 Rp. aso.ooo.oc Rp. 300.000,0< 
liter 

3J 8.001 liter - 16.000 Rp. 650.000,0, Rp. 600.000,0( 
liter 

4J 16.001 liter - 24.000 Rp. 950.000,0, Rp. 900.000,0( 
liter 

SJ 24.001 liter - 32.000 Rp. 11.250.000,V< Rp. 1.200.000,0( 
liter 

6J Lebih dari 32.000 Rp. 150,0<.. Rp. 100,0( 
liter (per liter) 

10 Meter Arus Bahan Bakar 
Minyak Minyak dan 
Prod.uk Terkait : 
a. Positive Displacement Rp. 30.000,00 Rp. 25.000,00 

Meter 
b. Turbine Flow Meter Rp. 30.000,00 Rp. 25.000,00 



I I. Meter Kadar Air Rp. 50.000,0( Rp. 45.000,0( 

12. Meter Air dengan Rp. 50.000,0< Rp. 45.000,0( 

Diameter Nominal (ON} 
lebih kecil atau sarna 254 

mm 
13. Biaya Surat Keterangan Rp. 25.000,0< Rp. 25.000,0C 

Hasil Pemeriksaan 

ISKHPI 

Pasal 8 

(1) Besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 d.itinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. 

(2) Peninjauan kembali tarif retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat(l) dilakukan dengan 
memperhatikan indeks harga dan perkembangan 

perekonomian daerah. 

(3) Besaran tarif retribusi basil perunj au an kembali 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan 
Peratu.ran Bupati. 

(4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
berlaku sampai dengan d.itetapkannya Peraturan Bupati 
ten tang besaran tarif retribusi hasil peninjauan kembali. 

BAB VII 

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN 

Pasal 9 

Retribusi yang terutang d.ipungut dalam wilayah/ daerah 
tempat pelayanan dan/ atau penggunaan jasa diberikan . 

• 

Pasal 10 

(1) Retribusi d.ipungut dengan menggunakan SKRD atau 
dokumen lain yang d.ipersamakan. 

(2) Dokumen lain yang 
dimaksud pada ayat (1) 
langganan. 

dipersamakan sebagai.mana 

berupa karcis, kupon, dan kartu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I I. Meter Kadar Air Rp. 50.000,0( Rp. 45.000,0( 

12. Meter Air dengan Rp. 50.000,0< Rp. 45.000,0( 
Diameter Nominal (ON} 
lebih kecil atau sarna 254 
mm 

13. Biaya Surat Keterangan Rp. 25.000,0< Rp. 25.000,0C 
Hasil Pemeriksaan 
ISKHPI 

Pasal 8 

(1) Besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 d.itinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. 

(2) Peninjauan kembali tarif retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat(l) dilakukan dengan 
memperhatikan indeks harga dan perkembangan 
perekonomian daerah. 

(3) Besaran tarif retribusi basil perunj au an kembali 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan 
Peratu.ran Bupati. 

(4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
berlaku sampai dengan d.itetapkannya Peraturan Bupati 
ten tang besaran tarif retribusi hasil peninjauan kembali. 

BAB VII 
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN 

Pasal 9 

Retribusi yang terutang d.ipungut dalam wilayah/ daerah 
tempat pelayanan dan/ atau penggunaan jasa diberikan . 

• 
Pasal 10 

(1) Retribusi d.ipungut dengan menggunakan SKRD atau 
dokumen lain yang d.ipersamakan. 

(2) Dokumen lain yang 
dimaksud pada ayat (1) 
langganan. 

dipersamakan sebagai.mana 
berupa karcis, kupon, dan kartu 



(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan petunjuk 
pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dalam 
Peratu.ran Bupati. 

BAB VIII 

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN 

DAN ANGSURAN 

Bagian Kesatu 

Penentuan Pembayaran 

Pasal 1 1  

(1) Wajib retribusi mengisi STRD. 

(2) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi 
dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani 
oleh wajib retribusi atau kuasa.flya. 

(3) Dalam ha! wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat 
pada waktunya atau ku.rang membayar dikena.kan 
sanksi adm.in.istratif berupa bunga sebesar 2 °/o (dua 

persen) setiap bula.n dari retribusi yang terutang yang 

tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan 
menggunakan STRD. 

Bagian Kedua 
Tempat Pembayaran 

Pasal 12 

Tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan kepucusan 

Bupati. 

Bagian Ketiga 
Pembayaran dan Angsuran 

Pasal 13 

Wajib retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya 
atau kurang membayar, dikena.kan san.ksi adm.in.istratif 
berupa bunga sebesar 2 °/o (dua persen) setiap bulan dari 
retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan 
menggunakan STRD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan petunjuk 
pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dalam 
Peratu.ran Bupati. 

BAB VIII 

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN 
DAN ANGSURAN 

Bagian Kesatu 

Penentuan Pembayaran 

Pasal 11 

(1) Wajib retribusi mengisi STRD. 

(2) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi 
dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani 
oleh wajib retribusi atau kuasa.flya. 

(3) Dalam ha! wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat 
pada waktunya atau ku.rang membayar dikena.kan 
sanksi adm.in.istratif berupa bunga sebesar 2 °/o (dua 
persen) setiap bula.n dari retribusi yang terutang yang 
tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan 
menggunakan STRD. 

Bagian Kedua 
Tempat Pembayaran 

Pasal 12 

Tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan kepucusan 
Bupati. 

Bagian Ketiga 
Pembayaran dan Angsuran 

Pasal 13 

Wajib retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya 
atau kurang membayar, dikena.kan san.ksi adm.in.istratif 
berupa bunga sebesar 2 °/o (dua persen) setiap bulan dari 
retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan 
menggunakan STRD. 



BAB IX 

SANKS! ADMINISTRASI 

Pasal 14 

(1) Wajib retribusi yang tidak membayar tepat pada 

waktunya atau kurang membayar, d.ikenakan. san.k.si 

adm.inistrasi berupa bunga sebesar 2<'/o (dua persen) 

setiap bulan dari retribusi yang terutang, atau kurang 

dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. 

(2) Penagihan retribusi 

ayat (1) di dahulukan 

peringatan. 

sebagaimana dimaksud 

dengan surat teguran atau 

pad a 

surat 

(3) Aparat pemerintah yang bertugas melakukan 

pemungutan dan penyetoran retribusi tidak menyetor 

atau kurang menyetor diberikan sa.n.ksi berupa 

hukuman disiplin sesua.i ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

B AB X  

MASA DAN SAAT TERUTANGNYA RETRIBUSI 

Pasal 15 

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 12 (dua 

belas) bulan. 

Pasal 16 

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya 

SKRD atau dokumen lainnya yang di persamakan. 

BABXl 

KEBERATAN 

Pasal 17 

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan 

kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas 

hanya 

SKRD 

atau dokumen lain yang dipersamalcan. 

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa 

Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. 

(3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas 

ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat 

membukt:ikan ketidakbenaran ketetapan retribusi 

terse but. 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IX 
SANKS! ADMINISTRASI 

Pasal 14 

(1) Wajib retribusi yang tidak membayar tepat pada 
waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi 
administrasi berupa bunga sebesar 2"/o (dua persen) 
setiap bulan dari retribusi yang terutang, atau kurang 
dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. 

(2) Penagi.han 
ayat (1) di 

retribusi 
dahulukan 

sebagaimana dimaksud pada 
dengan surat teguran atau surat 

peringatan. 

(3) Aparat pemerintah yang bertugas melakukan 
pemungutan dan penyetoran retribusi tida.k menyetor 
atau kurang menyetor diberikan sa.nksi berupa 
hukuman disiplin sesua.i ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

BABX 

MASA DAN SAATTERUTANGNYA RETRIBUSI 

Pasal 15 

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 12 (dua 
belas) bulan. 

Pasal 16 

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya 
SKRD atau dokumen lainnya yang di persamakan. 

BAB XI 
KEBERATAN 

Pasal 17 

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya 
kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD 
atau dokumen lain yang dipersamakan. 

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa 
Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. 

(3) Dalam ha! wajib retribusi mengajukan keberatan atas 
ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat 
membuktikan ketida.kbenaran ketetapan retribusi 
terse but. 

15 



(4) Keberatan harus cliajukan dalam jangka walctu paling 

lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen 

lain yang dipersa.makan diterbitkan, kecuali wajib 

retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka 

waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan d.iluar 

kekuasa.a.n.nya. 

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan 

sebagaimana climaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) 

tidak clianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak 

clipertimbangkan. 

(6) Pengajuan 

membayar 

retribusi. 

keberatan 

retribusi 

tidak menunda kewajiban 

penagihan dan pelaksanaan 

Pasal 18 

(1) Bupati dalam jangka walctu paling la.ma 6 (enam} bulan 

sejak tanggal surat keberatan <lite.rim.a harus memberi 

keputusan atas keberatan yang diajukan dengan 

menerbidcan surat keputu.san keberatan. 

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa 

menerima seluruhnya atau sebagian menolak, atau 

menambah besaran retribusi yang terutang. 

(3) Apabila jangka walctu sebagaimana climaksud pada ayat 

(1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu 

keputusan keberatan yang cliajukan clianggap 

clikabulkan. 

BAB XII 

PENGEMBALlAN KELEBlHAN PEMBAYARAN 

Pasal 19 

(1)  Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi 

dapat mengajukan permohonan pengembaJian kepada 

Bupati. 

(2) Bupati dala.m jangka waktu paling lama 6 (enam} bulan, 

sejak diteri.manya permohonan pengembalian kelebihan 

pem.bayaran retribusi sebagaim.ana dimaksud pada ayat 

(1) ,  harus memberikan keputusan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Keberatan harus cliajukan dalam jangka walctu paling 
lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen 
lain yang dipersa.makan diterbitkan, kecuali wajib 
retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka 
waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan d.iluar 
kekuasa.a.n.nya. 

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan 
sebagaimana climaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) 
tidak clianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak 
clipertimbangkan. 

(6) Pengajuan 
membayar 
retribusi. 

keberatan 
retribusi 

tidak menunda kewajiban 
penagihan dan pelaksanaan 

Pasal 18 

(1) Bupati dalam jangka walctu paling la.ma 6 (enam} bulan 
sejak tanggal surat keberatan <lite.rim.a harus memberi 
keputusan atas keberatan yang diajukan dengan 
menerbidcan surat keputu.san keberatan. 

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa 
menerima seluruhnya atau sebagian menolak, atau 
menambah besaran retribusi yang terutang. 

(3) Apabila jangka walctu sebagaimana climaksud pada ayat 
(1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu 
keputusan keberatan yang cliajukan clianggap 
clikabulkan. 

BAB XII 
PENGEMBALlAN KELEBlHAN PEMBAYARAN 

Pasal 19 

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi 
dapat mengajukan permohonan pengembaJian kepada 
Bupati. 

(2) Bupati dala.m jangka waktu paling lama 6 (enam} bulan, 
sejak diteri.manya permohonan pengembalian kelebihan 
pem.bayaran retribusi sebagaim.ana dimaksud pada ayat 
(1), harus memberikan keputusan. 



(3) Apabila jangka waktu sebagaimana di.maksud pada ayat 
(2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu 

keputusan, maka permohonan pengembalian 
pembayaran retribusi dianggap dikabulk.an. 

(4) SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling 
lama 1 (satu) bulan 

(5) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi 
lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk 
melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut. 

(6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi 
sebagaimana di.maksud pada ayat (1), dilakukan dalam 
jangka waktu paling lama 2 (dua) bulS\'1 sejak 
diterbitkannya SKRDLB. 

(7) Jika pengembalian 
dilakukan setelah 

kelebihan pembayaran 
lewat 2 (dua ) bulan, 

retribusi 

Bupati 
memberikan im.balan bunga sebesar '.l°/o (dua persen) per 

bulan atas keterla.mbatan pembayaran kelebihan 

pembayaran retribusi. 

(8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran 
retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur 

dalam Peraturan Bupati. 

BAB XIII 
KADALUWARSA PENAGIHAN 

Pasal 20 

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi 
kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun 

terhitung sejak saat terutang retribusi, kecuali jika wajib 

retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. 

(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana di.maksud 
pada ayat (1) tertangguh jika: 

a. diterbitkan Surat Teguran; atau 

b. ada pengakuan uta.ng retribusi dari wajib retribusi, 

baik langsung maupun tidak langsung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) telah di[ampaui dan Bupati tidak memberikan suatu 
keputusan, maka permohonan pengembalian 
pembayaran retribusi dianggap d.ikabulkan. 

(4) SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling 
lama 1 (satu) bulan 

(5) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi 
lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk 
melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut. 

(6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam 
jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak 

' diterbitkannya SKRDLB. 

(7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi 
dilakukan setelah lewat 2 (dua ) bulan, Bupati 
memberikan imbalan bunga sebesar 2"/o (dua persen) per 
bulan ata.s keterlam.batan pembayaran kelebihan 
pembayaran retribusi. 

(8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran 
retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur 
dalam Peraturan Bupati. 

BAB XIII 
KADALUWARSA PENAGIHAN 

Pasal 20 

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi 
kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun 
terh.itung sejak saat terutang retribusi, kecuali jika wajib 
retribusi melakukan tindak pidana di bidang retr-ibusi. 

(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tertangguh jika: 
a. ctiterbitkan Surat Teguran; atau 
b. ada pengakuan u tang retribusi dari wajib retribusi, 

baik langsung maupun tidak langsung 



(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana di 

maksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan 

dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran 

tersebut. 

(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana 

di maksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi 

dengan kesa.darannya 

utang retribusi dan 

Pemerintah Daerah. 

menyatak.an masih mempunyai 

belum melunasinya kepada 

(5) Pengakuan utang retribusi 

sebagaimana dimaksud pada 

secara tidak langsung 

ayat (2) huruf b dapat 

diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau 

penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh 

wajib retribusi. 

Pasal 21 

(1) Piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa dapat 

dihapuskan. 

(2) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah 

kadaluwarsa di atur dalam. Peraturan Bupati. 

B AB XN  

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN 

DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI 

Pasal 22 

(1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, 

pembebasan dan penghapusan retribusi. 

(2) Pemberian keringanan atau pengurangan retribusi 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dengan 

memperhatikan kemaznpuan wajib retribusi antara lain 

untuk mengangsur. 

(3) Pembebasan retribusi sebagimana dimaksud pada ayat 

(1) diberikan kepada wajib retribusi yang tidak mungkin 

ditagih lagi karena untuk melakukan penagihan sudah 

kadaluwarsa.. 

(4) Penghapusan retribusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) diberikan kepada wajib retribusi yang tidak 
mungkin ditagih karena hak untuk melakukan pengihan 
sudah kadaluwarsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana di 
maksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan 
dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran 
tersebut. 

(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana 
di maksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi 
dengan kesa.darannya 
utang retribusi dan 
Pemerintah Daerah. 

menyatak.an masih mempunyai 
belum melunasinya kepada 

(5) Pengakuan utang retribusi 
sebagaimana dimaksud pada 

secara tidak langsung 
ayat (2) huruf b dapat 

diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau 
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh 
wajib retribusi. 

Pasal 21 

(1) Piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa dapat 
dihapuskan. 

(2) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah 
kadaluwarsa di atur dalam. Peraturan Bupati. 

BABXN 
PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN 

DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI 
Pasal 22 

(1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, 
pembebasan dan penghapusan retribusi. 

(2) Pemberian keringanan atau pengurangan retribusi 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dengan 
memperhatikan kemaznpuan wajib retribusi antara lain 
untuk mengangsur. 

(3) Pembebasan retribusi sebagimana dimaksud pada ayat 
(1) diberikan kepada wajib retribusi yang tidak mungkin 
ditagih lagi karena untuk melakukan penagihan sudah 
kadaluwarsa.. 

(4) Penghapusan retribusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) diberikan kepada wajib retribusi yang tidak 
mungkin ditagih karena hak untuk melakukan pengihan 
sudah kadaluwarsa. 



(5) Tata cara pemberian. keringanan, 
pembebasan dan penghapusan retribusi 

Peraturan Bupati. 

BAB XV 
JNSENTIF PEMUNGUTAN 

Pasal 23 

pengurangan, 

di atur dalam 

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan 
retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian. 

k:inerja tertentu. 

(2) Pemberian insentif sebagimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan melalui anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah. 

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif akan di 

atur dengan Peraturan Bupati berdasarkan pada 
ketentuan Peraturan. Perundang-undanga.n. 

BAB XVI 
PEMERIKSAAN 

Pasal 24 

(1) Bupati berwewenang melakukan pemeriksaan untuk 
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi 
daerah dalarn rangka melaksanakan peraturan 

perundang-undangan di bidang retribusi daerah. 

(2) Wajib retribusi yang diperiksa berkewajiban: 

a. memperlihatkan dan/ atau merninjamkan buku 
atau catatan., dokumen yang menjadi dasarnya dan 
dokumen lain yang berhubungan dengan objek 
retribusi yang terutang. 

b. memberikan kesempata.n untuk memasuki tempat 

atau ruangan. yang dian.ggap perlu dan memberikan 

bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan/ atau 

c. memberikan keteran.gan yang diperlukan. 

(3) Ketentuan lebih Ian.jut mengenai tata cara pemeri.ksaan 

retribusi diatur dala.m Peraturan Bupati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) Tata cara pemberian. keringanan, 
pembebasan dan penghapusan retribusi 
Peraturan Bupati. 

BAB XV 
JNSENTIF PEMUNGUTAN 

Pasal 23 

pengurangan, 
di atur dalam 

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan 
retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian. 
k:inerja tertentu. 

(2) Pemberian insentif sebagimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan melalui anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah. 

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif akan di 
atur dengan Peraturan Bupati berdasarkan pada 
ketentuan Peraturan. Perundang-undanga.n. 

BAB XVI 
PEMERIKSAAN 

Pasal 24 

(1) Bupati berwewenang melakukan pemeriksaan untuk 
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi 
daerah dalarn rangka melaksanakan peraturan 
perundang-undangan di bidang retribusi daerah. 

(2) Wajib retribusi yang diperiksa berkewajiban: 
a. memperlihatkan dan/ atau merninjamkan buku 

atau catatan., dokumen yang menjadi dasarnya dan 
dokumen lain yang berhubungan dengan objek 
retribusi yang terutang. 

b. memberikan kesempata.n untuk memasuki tempat 
atau ruangan. yang dian.ggap perlu dan memberikan 
bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan/ atau 

c. memberikan keteran.gan yang diperlukan. 

(3) Ketentuan lebih Ian.jut mengenai tata cara pemeri.ksaan 
retribusi diatur dala.m Peraturan Bupati. 



BAB XVII 
PEMANFAATAN JASA RETRIBUSI 

Pasal 25 

(1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis 
retribusi diutam.a.kan untuk menandai kegiatan yang 
berkaitan langsung dengan penyelenggaraan. pelayanan 
yang bersangkutan. 

(2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan 
retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
da1am Peraturan Bupati. 

BAB XVIII 
PENYIDIKAN 

Pasal 26 

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan 
Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai 
penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di 
bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan 
Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang 
ber-wewerrarrg sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan. 

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah: 

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti 
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak 
pidana di bidang Perpajakan daerah dan Retribusi 

agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih 
lengkap dan jelas; 

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan 
mengenai orang pribadi atau badan tentang 
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan 
dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan 
Retribusi; 
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(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah: 

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti 
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak 
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agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih 
lengkap dan jelas; 
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c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi 

atau Sadan sehubungan dengan tindak pidana di bidang 

perpajakan Daerah dan Retribusi; 

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain 

berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan 

Daerah dan Retribusi; 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan 

bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta 

melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka 

pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang 

Perpajakan Daerah dan Rerribwsi: 

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang 

meninggalkan ruangan atau tempat pada saat 

pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa 

identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang d.ibawa; 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak 

pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi; 

1. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan 

menghentikan penyidik; dan/ atau 

J· melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran 

penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah 

dan Retribusi se.su ar dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memberitahukan dimulainya penyidikan dan 

menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut 

Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik 

Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

BAB XIX 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 27 

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya 

sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana 

kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda 

3 (tiga) kali retribusi terutang yang tidak atau kurang 

dibayar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi 
atau Sadan sehubungan dengan tindak pidana di bidang 
perpajakan Daerah dan Retribusi; 

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain 
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J· melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran 
penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah 
dan Retribusi se.su ar dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memberitahukan dimulainya penyidikan dan 
menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut 
Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik 
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

BAB XIX 
KETENTUAN PIDANA 

Pasal 27 

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya 
sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana 
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda 
3 (tiga) kali retribusi terutang yang tidak atau kurang 
dibayar. 



(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah 
pelanggaran. 

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan penerim.aan Negara. 

BAB XX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 28 

Peratu.ran Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan peraturan daerah in.i dengan penempatannya 

dalam. lembaran daerah Kabupaten Pangkajene dan 

Kepulauan. 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN 

KEPULAUAN TAHUN 2020 NOMOR 5 

PANGKAJENE DAN 

REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE 

DAN KEPULAUAN PROVINS! SULAWESI SELATAN NOMOR 

B.HK.HAM.05.48.20 

 

 

 

 

 

 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah 
pelanggaran. 

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan penerim.aan Negara. 

BAB XX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 28 

Peratu.ran Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan peraturan daerah in.i dengan penempatannya 
dalam. lembaran daerah Kabupaten Pangkajene dan 
Kepulauan. 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN 
KEPULAUAN TAHUN 2020 NOMOR 5 

PANGKAJENE DAN 

REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE 
DAN KEPULAUAN PROVINS! SULAWESI SELATAN NOMOR 
B.HK.HAM.05.48.20 


